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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diplomasi merupakan serangkaian metode atau cara yang digunakan oleh
negara dalam upaya menyampaikan pesan dan kepentingan nasionalnya.* Pada masa
sekarang ini, dengan semakin k‘omp'leksnya Isu hubun‘gan internasional membuat pola
diplomasi yang digunakan negara juga semakin berk‘embang. Pola diplomasi
konvensional yang berupa first track diplomacy kemudian berkembang menjadi
multitrack diplomacy.? Adapun salah satu bentuk dari multitrack diplomacy ini adalah
diplomasi publik.

Diplomasi publik merupakan strategi dari suatu negara dalam upaya mencapai
kepentingan nasionalnya dengan menggunakan metode understanding, informing,
dan influencing.® Berbeda dengan diplomasi konvensional, pola hubungan pada
diplomasi publik lebih terfokus pada government to people dan juga people to people.
Dengan demikian, publik dapat berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah

serta memahami nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara.

! R.P. Barston, Modern Diplomacy (New York: Longman ,1997), 1

2 Benny PR Susetyo . “Peranan Diplomasi Publik”. http:/ditpolkom.bappenas.go.id/
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pada 29 Januari 2019)
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Jepang merupakan salah satu negara yang menerapkan diplomasi publik dalam
kebijakan luar negerinya. Diplomasi publik di Jepang mulai dilaksanakan sejak tahun
1972 dengan didirikannya the Japan Foundation. The Japan Foundation adalah satu-
satunya lembaga resmi Jepang Yyang berdedikasi untuk melaksanakan program
pertukaran budaya internasional secara komprehensif ke seluruh dunia.’ The Japan
Foundation dibentuk berdasarkan undang-undang khusus dari Parlemen Jepang
sebagai badan hukum_khusus .yang bentugas untuk ,melakukan penyebaran budaya
Jepang dan pertukaran budaya internasional serta membentuk saling pengertian antara
Jepang dan negara-negara lain.® Hingga saat ini The Japan Foundation berkantor
pusat di Tokyo dan memiliki dua institut bahasa di Jepang, serta 25 kantor perwakilan
asing di 24 negara, termasuk Indonesia.”

Berdirinya the Japan Foundation di Indonesia tidak terlepas dari faktor
kerusuhan anti Jepang yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara. Di Indonesia,
peristiwa ini dikenal dengan nama Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari atau
Malari. Malari dilatarbelakangi - oleh ketidakpuasan oleh sebagian kalangan
intelektual Indonesia atas dominasi modal Jepang dalam perekonomian Indonesia,

sehingga hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia.®

® The Japan Foundation, http://www.jpf.go.jp/e/about/outline/img/Pamphlet_e.pdf (diakses pada 1
Agustus 2018)

® Japan Foundation New York , “About Us”, Japan Foundation New York Online,
http://www.jfny.org/about/aboutus.html (diakses pada 1 Agustus 2018)

’ The Japan Foundation, “Japan Foundation : About Us”, The Japan Foundation Online,
http://www.jpf.go.jp/e/about/index.html (diakses pada 1 Agustus 2018)
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Menentang Modal Jepang”, 2016 http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod
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2016-299804-introduction.pdf (diakses pada 31 Juli 2018)



Pasca terjadinya peristiwa Malari membuat Jepang melakukan perubahan pada
kebijakannya selama ini agar tetap dapat menjalin hubungan yang baik dengan
negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan
kunjungan Perdana Menteri Takeo Fukuda ke Manila pada tanggal 18 Agustus 1977
dengan dikeluarkannya Fukuda Doctrine. Isi dari doktrin tersebut adalah Jepang akan
berusaha untuk memperkuat ikatan dengan negara negara di Asia Tenggara dengan
metode heart to heart und\erstanding.9 Salahsatu, upaya untuk mencapai heart to
heart understanding tersebut dengan diadakannya pertukaran budaya secara
sistematis antara Jepang dan negara negara lain dengan mendirikan kantor perwakilan
The Japan Foundation di negara-negara lain.*°

The Japan Foundation di Indonesia berdiri tahun 1979 dibawah naungan
Kememtrian Luar Negeri Jepang / Ministry of Foregin Affairs (MOFA). Tujuan
pendirian The Japan Foundation di Indonesia adalah untuk membangun persahabatan
yang harmonis anatara Indonesia dengan Jepang melalui pendalaman dan pemahaman
tentang Jepang melalui program yang telah ditetatapkan oleh kantor pusat The Japan
Foudation di Tokyo serta juga beragam kegiatan yang dirancang oleh The Japan
Foundation, Jakarta dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.™

Berdirinya The Japan Foundation di Indonesia diharapkan akan dapat

membantu menghapuskan segala bentuk citra negatif dan kesalahpahaman pemikiran

% Adiasri Putri Purbantina, “Dari Yoshida Doctrine ke Fukuda Doctrine: Politik Luar Negeri Jepang di
Asia Tenggara Pasca-Perang Dunia 117, Global & Policy Vol.1, No.1, Januari - Juni 2013, http://epr
ints.upnjatim .ac.id/4445/1/9._Halaman_39-46%2C_Adiasri_Putri_P..pdf (diakses pada 21 Juli 2018)
0 Ministry of Foreign Affair Japan, Diplomatic Bluebook 1978. http://www.mofa.go.jp
[policy/other/bluebook/1978 /1978-3-4.htm

' Japan Foundation Jakarta, “Tentang Kami”, Japan Foundation Jakarta Online,
http://www.jpf.or.id/id/office/ (diakses pada 1 Agustus 2018)



publik mengenai Jepang serta untuk mencapai kesepahaman dan hubungan yang
lebih baik dengan Jepang melalui aspek kultural. The Japan Foundation Indonesia
saat ini tidak hanya memperkenalkan budaya saja kepada masyarakat Indonesia,
namun juga mengadakan berbagai kegiatan seperti pertukaran kebudayaan antara
masyarakat Indonesia dan Jepang, memberikan pelatihan budaya dan bahasa serta
menjadi salah satu sarana untuk mengetahui dan mencari informasi terkini mengenai
kebudayaan Jepang.'

Kebijakan pemerintahan Jepang setelah Fukuda tetap mengutamakan adanya
kerjasama secara dengan negara-negara lain. contohnya PM Takeshita yang
mengeluarkan konsep International Cooperation Initiative yang salah satu berupa
kerjasama dengan cara memperkuat pertukaran budaya. Takeshita berpendapat
dengan adanya pertukaran budaya masyarakat antar negara dapat saling bertukar
pikiran sehingga dapat timbul kesepahaman diantara kedua belah pihak. Kemudian
PM Hashimoto juga menyatakan pentingnya kebudayaan dalam hubungan antara
Jepang dan negara-negara lain:*>

Terjadinya ketidakseimbangan perdagangan yang besar di Jepang sejak akhir
tahun 1980-an sampai dengan 1990-an ditandai dengan menurunnya pertumbuhan

ekonomi Jepang. Hal ini juga diperparah dengan resesi yang terjadi sejak tahun 2000-

2 Nuraini, “Diplomasi Kebudayaan Jepang Terhadap Indonesia Dalam Mengembangkan Bahasa
Jepang”, JOM FISIP Volume 4 No. 2 Oktober 2017, https:
//media.neliti.com/media/publications/199400-diplomasi-kebudayaan-jepang-terhadap-ind.pdf (diakses
pada 29 Juli 2018)

 Sueo Sudo, The International Relations of Japan ad South East Asia: Forging a New Regionalism,
Routledge, London, 2002, hal. 125-127



an dan krisis finansial global pada tahun 2008.* Sehingga Jepang berupaya untuk
menempuh langkah-langkah alternatif dalam menjaga kepentingan nasionalnya.

Tindak lanjut dari pemerintah Jepang datang dari PM Koizumi pada tahun 2002
mengeluarkan kebijakan dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara Asia
Tenggara dengan mengutamakan pendekatan secara tradisi dan budaya, disamping
pendekatan  secara ekonomi dan keamanan. Disini Koizumi bahwa dengan
kepopuleran budaya Jepang,  terutamabudayaipop,dapat berperan dalam memperat
hubungan Jepang dan negara-negara lain.*

Kepopuleran budaya Jepang dijelaskan dalam tulisan dari Douglas McGray
yang berjudul “Japan’s Gross National Cool” pada tahun 2002.'° Dalam tulisan ini
dijelaskan bahwa Jepang merupakan negara yang sebenarnya kaya dalam budaya dan
bukan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan fenomena kepopuleran subkultur Jepang
pada saat itu seperti anime, manga, musik, film, dan sebagainya. Tulisan McGray ini
kelak diadopsi pemerintah Jepang sebagai kebijakan Cool Japan.'’

Perubahan juga terjadi pada agen-agen pemerintah yang berperan dalam
pelaksanaan diplomasi dan penyebaran budaya Jepang, seperti MOFA dan the Japan
Foundation. Pemerintah Jepang mengubah status the Japan Foundation menjadi

Independent Administrative Institution pada tahun 2003. Pengubahan status ini

' Reinhard Drifte, Japan’s Foreign Policy in the 1990°s, (St Antony’s, 2006), 110

!> Prime Minister of Japan and His Cabinet. “Speech by Prime Minister of Japan Junichiro Koizumi
Japan and ASEAN in East Asia - A Sincere and Open Partnership -7
https://japan.kantei.go.jp/koizumispeech/2002/01/14speech_e.html (diakses pada 8 Desember 2018)
16| Made Wisnu Saputera Wardana & Idin Fasisaka & Kumala Dewi, “PENGGUNAAN BUDAYA
POPULER DALAM DIPLOMASI BUDAYA JEPANG MELALUI WORLD COSPLAY SUMMIT”,
Universitas Udayana. Hal. 1

7 Bagus FitrianYudoprakoso dan AsraVirgianita, “Analisis Cool Japan dalam Politik dan Ekonomi
Luar Negeri Jepang Periode 2002-2013”, Universitas Indonesia, 2013. Hal 2-3



dimaksudkan agar the Japan Foundation dapat berkonsentrasi dalam
menyebarkanluaskan kebudayaan Jepang ke seluruh dunia melalui pertukaran budaya
secara nasional dan internasional, seminar, pameran, festival seni dan kebudayaan
Jepang, memfasilitasi pendidikan bahasa Jepang di seluruh dunia serta melakukan
pertukaran pelajar dan studi Jepang.'® Selain itu, program kerja the Japan Foundation
akan lebih mudah untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi dari
negara wilayah kerja the Japan.Foundation.

Selain itu MOFA juga mendirikan Public Diplomacy Department pada tahun
2004 sebagai respon dari meningkatnya kepopuleran budaya Jepang, terutama budaya
pop.* Hal ini dikarenakan dengan berkembangnya dan tersebarnya kebudayaan
Jepang diberbagai belahan dunia membuat pemerintah Jepang menyadari hal tersebut
dapat dimanfaatkan sebagai alat' diplomasi dan juga pencapaian kepentingan
perekonomian Jepang.

Di Indonesia sendiri, budaya Jepang yang telah dikenalkan sejak berdirinya the
Japan Foundation tahun 1979 saat ini direspon secara positif oleh sebagian besar
masyarakat Indonesia. Langkah yang dilakukan the Japan Foundation ini menjadikan
Indonesia pada posisi dua di Asia setelah Thailand dalam hal kepercayaan atas
Jepang, yaitu sebesar 87,8%.% Kemudian, masuknya budaya pop atau subkultur
Jepang seperti anime dan manga juga semakin meningkatkan kepopuleran budaya

Jepang di Indonesia.

'8 The Japan Foundation, the Japan Foundation Annual Report 2003. (Tokyo, 2004), 91

9 Toshiya Nakamura, Japan’s New Public Diplomacy : Coolness in Foreign Policy Objectives,
Nagoya University, https://www.lang.nagoya-
u.ac.jp/media/public/mediasociety/vol5/pdf/nakamura.pdf (diakses pada 21 Juli 2018)

20 pengEr Lam, “Japan’s Quest for ‘Soft Power” : Attraction and Limitation”, Springer, Oktober

2007, hal 354.



Bentuk aktivitas-aktivitas yang menandakan bahwa semakin populernya
kebudayaan Jepang di Indonesia antara lain dengan munculnya beragam acara
festival atau matsuri yang mengangkat berbagai kebudayaan Jepang, diantaranya
yaitu Sakura Matsuri yang diadakan sejak tahun 2006, Comic Frontier (Comifuro),
AiMatsuri, Bali Japan Matsuri, Ennichisai sejak tahun 2010, dan Anime Festival Asia
Indonesia (AFAID) yang telah diadakan sejak tahun 2012.>* Adapun the Japan
Foundation juga ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, contohnya dalam
Jak-Japan Matsuri dan Ennichisai.

Dapat dikatakan the Japan Foundation cukup berpengaruh dalam pelaksanaan
diplomasi publik Jepang melalui penyebaran budaya Jepang di Indonesia. Diplomasi
publik yang dilakukan oleh the Japan Foundation yang awalnya bertujuan untuk
membentuk citra Jepang sebagal ‘negara yang cinta damai dan demokratis, pada
akhirnya juga turut mempopulerkan budaya Jepang di Indonesia. Kepopuleran
budaya Jepang ini juga turut berdampak pada kepentingan nasional Jepang yang lain
sehingga pemerintah dan pihak non pemerintah pun turut meneruskan kebijakan ini.
Maka melalui kondisi diatas peneliti akan . menulusuri upaya diplomasi publik Jepang

di Indonesia melalui the Japan Foundation.

1.2 Rumusan Masalah
Jepang merupakan salah satu dari negara yang menerapkan diplomasi publik
dengan menggunakan instrumen kebudayaan. Hal ini dibuktikan dengan

didirikannya kantor perwakilan the Japan Foundation di negara-negara lain,

?! Fristantry Gicerly. “Upaya Diplomasi Budaya Jepang ke Indonesia Melalui Jak-Japan Matsuri 2009-
2017 (Skripsi, Universitas Andalas, 2018), 5.



termasuk Indonesia yang awalnya ditujukan untuk menunjukkan pandangan yang
positif terhadap Jepang. Terjadinya penurunan ekonomi Jepang sejak tahun 1990-an
membuat Jepang akhirnya memanfaatkan budayanya yang telah populer sejak tahun
2000-an menjadi salah satu alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya terutama
dalam bidang ekonominya disamping pelaksanaan diplomasi budayanya. The Japan
Foundation yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1978 juga turut menjadi
bagian dari kebijakan diplomasi ;Jepang, syang; baru. Hal ini_dipertegas dengan
diubahnya status the Japan Foundation menjadi Independent Adminstrative
Institution yang semakin memudahkan the Japan Foundation dalam menjalankan
tugasnya. Berdasarkan rumusan ‘masalah yang ditemukan, maka peneliti ingin
menganalisis aktivitas diplomasi publik Jepang di Indonesia melalui the Japan

Foundation.

1.3 Pertanyaan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka pertanyaan
penelitian yang ingin dijawab adalah : Bagaimana aktivitas diplomasi publik Jepang

melalui the Japan Foundation di-Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mendeskripsikan aktivitas

diplomasi publik pemerintah Jepang melalui the Japan Foundation di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian



a. Secara akademik dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang Ilmu
Hubungan Internasional.

b. Hasil penelitian dapat menambah literatur dalam Ilmu Hubungan
Internasional dalam bidang diplomasi khususnya mengenai diplomasi publik.

c. Bagi penulis dapat memperkaya wawasan dan meningkatkan analisis penulis

dalam kajian llmu Hubungan Internasional.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melihat beberapa penelitian
terdahulu seperti jurnal dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan
dilakukan. Penelitian pertama yang akan dijadikan referensi adalah penelitian oleh
Mellino Yoga Saputra dan Nanda Putra Harahap? dengan judul “Diplomasi Publik
Rusia Terhadap Pembangunan Citra Melalui Olimpiade Musim Dingin Sochi 2014”.
Dalam penelitian tersebut, Peneliti memaparkan bahwa Rusia melakukan diplomasi
publik melalui pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Sochi 2014. Melalui Olimpiade
tersebut, Rusia berupaya untuk menunjukkan bahwa Rusia lebih terbuka dalam acara-
acara internasional di-era pasca Uni Soviet, serta mengubah persepsi-persepsi negatif
yang sudah terlanjur melekat pada Rusia. Peneliti juga menemukan adanya beberapa

peran Olimpiade Musim Dingin Sochi 2014, antara lain sebagai motivasi dan latar

%2 Mellino Yoga Saputra, Nanda Putra Harahap, “DIPLOMASI PUBLIK RUSIA TERHADAP
PEMBANGUNAN CITRA MELALUI OLIMPIADE MUSIM DINGIN SOCHI 2014, Universitas
Paramadina (2015),
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/55801337/SOCHIUPDATED.do
cx.pdf?AWSAccessKeyld=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&EXpires=1535270639&Signature=E2N
W608Esamnke7xUmuvbvpY 24w%3D&response-content-
disposition=attachment%3B%20filename%3 DJU
RNAL_DIPLOMASI_PUBLIK_RUSIA TERHADAP_P.pdf (diakses pada 26 Agustus 2018)



belakang pemerintah Rusia dalam melakukan diplomasi publik, membentuk branding
tentang Rusia, dan sebagai alat untuk membentuk persepsi dan image yang positif
tentang Rusia. Dalam penelitian ini konsep yang digunakan adalah diplomasi publik
untuk membentuk nation branding untuk membangun persepsi dan image positif
tentang negara penyelenggaraan acara olahraga level internasional, Ada beberapa
alasan yang melatar belakangi Rusia melakukan diplomasi publik. Diantaranya
adalah ketidakstabilan_politik, dam sosial ~diy Rusia pasca_runtuhnya Uni Soviet
sehingga hal ini mempengaruhi citra Rusia. Dalam menjalankan diplomasi ini
pemerintah Rusia memanfaatkan momen Olimpiade musim dingin dengan
melibatkan berbagai perusahaan multinasional dan juga masyarakat dalam
mengenalkan warisan budaya Rusia. Dampak dari penerapan diplomasi publik ini
bagi Rusia adalah kondisi keamananan di Rusia mulai stabil, meningkatnya
perekonomian, pariwisata, serta pembangunan infrastruktur.

Penelitian kedua yaitu penelitian oleh Nuraini® yang berjudul “Diplomasi
Kebudayaan Jepang Terhadap Indonesia Dalam Mengembangkan Bahasa Jepang”.
Dalam penelitiannya ini, diterangkan bahwa pemerintah Jepang melakukan diplomasi
kebudayaan ke Indonesia melalui the Japan Foundation bertujuan untuk memulihkan
citra baik Jepang serta menumbuhkan tali persahabatan diantara negara-negara yang
menjadi jajahan Jepang pada masa Perang Dunia Il. Sedangkan di Indonesia sendiri,

berdirinya the Japan Foundation bertujuan agar masyarakat Indonesia mengenal

2 Nuraini, “Diplomasi Kebudayaan Jepang Terhadap Indonesia Dalam Mengembangkan Bahasa
Jepang”, JOM FISIP Volume 4 No. 2 Oktober 2017, https:
//media.neliti.com/media/publications/199400-diplomasi-kebudayaan-jepang-terhadap-ind.pdf (diakses
pada 29 Juli 2018)
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kebudayaan Jepang agar hubungan antara kedua negara menjadi harmonis. Salah satu
upaya dari pemerintah Jepang adalah dengan mengadakan pengajaran bahasa Jepang
dikarenakan untuk mencapai tujuan Jepang adalah dengan menghapus kendala bahasa
antara masyarakat Indonesia dan bahasa Jepang. Untuk itu, the Japan Foundation
memiliki divisi bahasa yang berfungsi untuk mengurusi semua aktivitas yang
berkaitan dengan kebahasaan. Pemerintah Jepang yakin dengan memahami dan
mengerti bahasa Jepang maka akan;menciptakan-kesepahaman antara masyarakat dari
kedua negara, serta memudahan bagi masyarakat internasional untuk memahami dan
mempelajari kebudayaan Jepang. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori
diplomasi kebudayaan yang menjelaskan bagaimana the Japan Foundation
menggunakan bahasa sebagai instrumen diplomasi kebudayaan.

Penelitian ketiga yaitu penelitian oleh Citra Hennida ** yang berjudul
“Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri”. Dalam penelitiannya disebutkan
bahwa dengan semakin berkembangnya hubungan Internasional, maka dinamika-
dinamika dalam hubungan internasional pun juga ikut berubah. Salah satunya dapat
dilihat pada diplomasi, yang mana, sebelumnya diplomasi konvensional bersifat
sangat state-centric. Namun, dengan semakin berkembangnya hubungan internasional
yang dapat dilihat dalam pekembagan aktor non-negara, perubahan agenda dalam
politik internasional, serta perkembangan ICT berdampak dengan berkembangnya
diplomasi publik. Kemunculan diplomasi publik sebagai alternatif instrumen politik

luar negeri dikarenakan dapat dilakukan dan dikembangkan dengan mudah oleh

24 Citra Hennida, “Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri”, Departemen Hubungan Internasional,
(FISIP, UNAIR, 2009) http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Hennida_DIPLOMASI%20PUBLIK.pdf
(diakses pada 29 Juli 2018)

11



negara-negara yang memiliki kapasitas power yang terbatas. Implementasi diplomasi
mengutamakan pendekatan-pendekatan dengan menggunakan soft power. Diplomasi
publik semakin populer dikarenakan memiliki beberapa kelebihan, salah satunya
adalah berbiaya murah.

Penelitian keempat yaitu Japan’s New Public Diplomacy:Coolness in Foreign
Policy Objectives oleh Toshiya Nakamura®. Toshiya memaparkan bahwa Jepang
mengubah paradigma diplomasi publiknya -berdasarkan budaya populer pada tahun
2004 dikarenakan pada saat itu konsep soft power yang semakin berkembang.
Berdasarkan hal tersebut Jepang di bawah LDP yang berkuasa sejak lama, memulai
program diplomasi publik yang baru dengan memanfaatkan budaya popnya seperti
manga dan anime karena dianggap mampu menarik. Namun, rencana awal Jepang
untuk mendirikan pusat budaya ‘pop nasional di Tokyo ditangguhkan setelah
pergantian rezim dari LDP ke DPJ, meskipun Japan Creative Center didirikan di
Singapura sebagai bentuk kerjasama dengan pemerintah Singapura. Selain itu, Jepang
juga menunjuk karakter anime Doraemon sebagai- duta budaya. Upaya diplomasi
publik yang berfokus pada budaya pop ini. telah berhasil menarik perhatian sejumlah
media asing. Meskipun demikian, upaya diplomasi publik Jepang ini belum dapat
sepenuhnya dikatakan berhasil, terutama di negara-negara kawasan Asia Timur
seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Hal ini dikarenakan program diplomasi publik
Jepang saat ini belum mengubah citra Jepang secara total sehingga diperlukan strategi

lain, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu yang terkait dengan kejahatan perang

% Toshiya Nakamura, Japan’s New Public Diplomacy : Coolness in Foreign Policy Objectives,
Nagoya University, https://www.lang.nagoya-
u.ac.jp/media/public/mediasociety/vol5/pdf/nakamura.pdf (diakses pada 21 Juli 2018)
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Jepang di masa lalu. Makalah ini juga meneliti dampak dari Bencana Pembangkit
Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi dan upaya dari pemerintah Jepang gagal
untuk meningkatkan kepercayaan publik ditingkat domestik maupun internasional.
Walaupun aktivitas diplomasi publik telah dilakukan, tetapi belum berdampak
secara positif untuk meningkatkan reputasi wilayah tersebut, meskipun citra Jepang di
luar negeri sedikit meningkat setelah gempa bumi dan bencana.

Penelitian terakhir yaitu tesis; aleh” s\Duong Thi Thu®® yang berjudul “Japan’s
Public Diplomacy as an Effective Tool in Enhancing its Soft Power in Vietham - A
Case-study of the Ship for Southeast Asian Youth Exchange Program”. Dalam
penelitiannya ini Duong meneliti upaya diplomasi publik Jepang di Vietnam melalui
the Ship for Southeast Asian Youth Exchange Program (SSAYEP). Di Asia Timur
sendiri, konsep soft power dan diplomasi publik masih terbilang baru dikenal. Di
Jepang sendiri, konsep soft power dan diplomasi publik mulai dianggap penting
setelah adanya tulisan dari McGray berjudul "Japan'’s Gross National Cool" yang
menyatakan bahwa Jepang dapat menjadi negara adikuasa lagi, tetapi tidak menjadi
kekuatan super militer atau kekuatan, super ekonomi. Maka setelah itu Kementerian
Luar Negeri Jepang mulai menerapkan strategi soft power dalam kebijakan luar
negeri dengan cara melakukan penyebaran budaya Jepang ke dunia luar. Soft power
telah dianggap sebagai sumber penting bagi Jepang untuk memproyeksikan
kekuatannya untuk kepentingan politik dan ekonomi di negara lain salah satunya

adalah Vietnam. Dengan tugas meningkatkan citra nasional Jepang di luar negeri atau

% Duong Thi Thu, “Japan’s Public Diplomacy as an Effective Tool in Enhancing its Soft Power in
Vietnam - A Case-study of the Ship for Southeast Asian Youth Exchange Program”, (tesis, Victoria
University of Wellington, 2013), 54-78
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meningkatkan soft powernya, Jepang telah memanfaatkan diplomasi publik di
berbagai bidang. Di antaraya yaitu program pertukaran pemuda adalah salah satu alat
diplomasi publik yang penting dari Jepang. Penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang
telah mencurahkan berbagai upaya-upaya diplomasi publik jepang melalui program
pertukaran pemuda dapat dikatakan berhasil. Hasil survei menunjukkan bahwa orang-
orang Vietnam, baik peserta SSEAYP dan publik non-peserta telah menunjukkan
ketertarikan pada Jepang dan, mendukung, depang; secara ekonomi dan politik. Ada
beberapa, faktor-faktor yang memepengaruhi diantaranya adanya prejudice/prasangka
orang Vietnam kepada Cina dan juga jumlah bantuan ODA oleh Jepang yang cukup
besar di Vietnam. Meskipun demikian, hasil survei juga menunjukkan bahwa
pandangan positif terhadap Jepang lebih banyak dari kalangan peserta SSEAYP
daripada kalangan publik non-peserta. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
diplomasi publik pada umumnya dan program pertukaran pemuda khususnya

berkontribusi untuk mempromosikan soft power Jepang di Vietnam.

1.7 Kerangka Konseptual

Diplomasi merupakan _salah  satu bidang kajian-*dalam studi Hubungan
Internasional yang mana penerapannya antara lain sebagai inisiatif untuk
mempromosikan negara, meningkatakan eksitensi sebuah negara, ataupun
menyebarkan pengaruhnya ke negara lain dalam upaya mencapai kepentingan
nasional.?” Sedangkan Sir Ernest Satow mendefenisikan diplomasi sebagai aplikasi

intelijan dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang

2 KM Panikkar, “The Principle and Practice Diplomacy” Dikutip oleh S.L Roy. Diplomasi.
Diterjemahkan oleh Harwanto dan Misrawati (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 3
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berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara
jajahannya. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai,
dapat juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama
diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan
pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-
tengah penibahan yang tengah berlangsung.?®

Perkembangan diplomasi, telah-dimulai sejak, terbentuknya sistem Westphalia,
dimana saat itu terjadi formalisasi penerapan diplomasi setelah pertemuan negara
negara di Ossnabruck dan Munster.?® Sejak masa tersebut, pelaksaanaan diplomasi
merupakan bagian dari kedaulatan negara. Pada awalnya, pelaksanaan aktivitas
diplomasi tersebut dilakukan dengan skema government to government. Namun
seiring perkembangan zaman metade diplomasi tradisional ini mulai tidak efektif
dalam upaya pencapaian kepentingan negara-negara yang terlibat. Selain itu aktivitas
diplomasi pun juga semakin meningkan dikarenakan semakin isu-isu dalam
Hubungan Internasional yang semakin kompleks sehingga negara juga membutuhkan
aktor lain seperti aktor non-pemerintah, untuk, melengkapi aktivitas diplomasi antar
negara. Hubungan internasional juga tidak lagi dipandang sebagai hubungan antar
negara, tetapi juga hubungan antar masyarakat internasional. Dengan demikian,
diplomasi tradisional yang juga dikenal sebgai first track diplomacy yang hanya

melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomatik tentu saja kurang

%8 Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomacy Practice, (Longman Green & Co, Ny,1922), 10

2 Yulius Purwadi Hermawan Ph.D, Ratih Indraswari MA, “Diplomasi Budaya di Kawasan Asia
Tenggara”, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan
(2014), http://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/viewFile/1246/1225 (diakses pada 5 Agustus
2018)
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efektif dalam upaya menyampaikan pesan pesan diplomasi dan meraih kepentingan
nasional suatu negara.*

Perkembangan selanjutnya pelaksanaan diplomasi saat ini tidak lagi harus
dilaksanakan secara khusus oleh staf — staf pemerintahan, tetapi juga oleh pihak -
pihak dan aktor lain diluar pemerintah. Metode diplomasi ini dapat berupa
government to people atau people to people yang disebut sebagai Second Track
Diplomacy.®*! Metode diplomasi (ini;mulai berkembang terutama setelah perang
Dunia 11, salah satunya adalah diplomasi publik.

Diplomasi publik merupakan bagian dari multitrack diplomacy yang melibatkan
peran publik dan sangat dibutuhkan dalam rangka melengkapi aktivitas diplomasi
tradisional. Alasan utama keterlibatan publik yaitu semakin kompleksnya isu-isu
diplomasi sehingga hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dengan sifat
diplomasinya yang kaku. Melalui peningkatan aktivitas diplomasi publik, maka
diharapkan upaya diplomasi dapat berjalan lebih efektif dan akan memberikan
dampak yang lebih luas dan besar pada masyarakat internasional. Disamping itu,
keterlibatan publik dapat membuka jalan bagi.negosiasi yang dilakukan wakil-wakil

pemerintah, sekaligus dapat memberikan masukan dan cara pandang yang berbeda

% Dafy Rahadi Putra S, “Peran Diplomasi Publik Amerika Serikat Melalui Sports Envoy Program
Pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama (2008-2012)” (skripsi, Universitas Indonesia, 2012),
9-11

3! Talitha Salsabila, “First Track Diplomacy and Second Track Diplomacy”,http://www.academia.
edu/8216235/First_Track Diplomacy and_second_Track Diplomacy (diakses pada 5 Agustus 2018)
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dalam memandang suatu masalah. Publik disini dapat diartikan sebagai aktor non-
negara seperti individu, kelompok, komunitas, ataupun organisasi.*?

Diplomasi publik mulai dipraktekkan pada saat terjadinya Perang Dunia | dan
mendominasi pada saat Perang Dingin. Pasca berakhirnya Perang Dunia Il pada tahun
1945, negara negara Eropa banyak menerapkan model diplomasi publik. Perancis
menerapakan diplomasi politique d"influence dengan sasaran pada publik luar negeri
guna pemulihan_citra setelah . kekalahannya rpada  dua perang dunia. Belanda
menerapkan publieksdiplomatie avant -la-lettre dalam mengusung isu-isu moral jauh
sebelum perang dingin berakhir. Penyebutan diplomasi publik sendiri baru muncul
pada tahun 1965 oleh Edmund Gullion dari Fletcher School of Law and Diplomacy,
Tuft University dalam penelitiannya mengenai program-program internasional dan
budaya Amerika Serikat. ** Melalui diplomasi publik, maka opini publik dapat
berperan dalam mempengaruhi kebijakan negara. Selain itu, diplomasi publik juga
dapat mempengaruhi opini-opini publik dari negara lain mengenai negara yang
melakukan diplomasi publik tersebut.

Dalam artikel Foreign Policy tahun, 2002, Mark Leonard menjabarkan empat
tujuan dari diplomasi publik® yaitu :
1. Meningkatkan rasa akrab serta mengubah pandangan publik mengenai image

suatu negara,

%2 Benny PR Susetyo, “Peranan Diplomasi Publik”, http:/ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/ Artikel
/062.%20Peranan%Diplom asi%Publik%20(18%20Desember%202008).pdf (diakses pada 5 Agustus
2018)

% Citra Hennida, “Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri”, Departemen Hubungan Internasional,
(FISIP, UNAIR, 2009) http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Hennida_DIPLOMASI%20PUBLIK.pdf
(diakses pada 29 Juli 2018

% Mark Leonard, Catherine Stead, Conrad Smewing. “Public Diplomacy”. The Foreign Policy center.
(London: 2002). 9.
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2. Meningkatkan rasa apresiasi serta menciptakan pandangan, persepsi baik, dan
positif dengan membuat masyarakat melihat suatu isu dari sudut pandang negara
tersebut,

3. Meningkatkan hubungan dengan suatu negara melalui pendidikan, pariwisata,
atau budaya-budaya dari negara tersebut,

4. Mempengaruhi sikap masyarakat dan meningkatkan dukungan masyarakat
terhadap suatu negara.

Berbeda dengan diplomasi konvensional yang memiliki pola government to
government, diplomasi publik memiliki pola yang lebih mengarah kepada pola
government to people dan bisa juga melalui pola people to people. Diplomasi publik
bukan semata-mata hanya aktor publik yang melaksanakannya, tetapi aktor
pemerintah tetap menjadi bagian dari aktivitas diplomasi, walaupun peran pemerintah
disini hanya sebagai fasilitastor. Dalam diplomasi publik terdapat tiga pilar penting
yaitu informasi, pendidikan, dan budaya.

Diplomasi publik memiliki dimensi-dimensi- dalam pelaksanaannya. Menurut
Gyorgi Szondi terdapat empat dimensi pelaksanaan diplomasi- publik.* Dimensi
dimensi tersebut adalah :

a) Dimensi Pertama adalah terjadinya ketegangan dalam komunikasi dan
hubungan antar negara. Dalam kondisi ini perang dan damai merupakan satu

kesatuan

% Gyorgy Szondi, “Public Diplomacy and Nation Branding: ConceptualSimilarities and Differ en
cies”, Paper Diplomacy, Netherland Institue of International Relations ‘Clingendael’, Netherland
(2008).
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b)

c)

d)

Dimensi Kedua adalah terjadinya perubahan tingkatan objek komunikasi dari
yang semula satu arah (persuasif) menjadi dua arah (relationship building)
Dimensi Ketiga adalah kepemilikan atas kemampuan atau power dalam
mempengaruhi.

Dimensi Keempat adalah hasil yang dari tindakan mempengaruhi yang akan
menggunakan waktu untuk mendapatkan efek-efek secara jangka pendek,

jangka menengah, dan jangka panjang.

Nicholas J. Cull mengklasifikasikan aktivitas-aktivitas diplomasi publik ke

dalam lima bentuk®®, yaitu :

a)

b)

Listening adalah usaha "dari aktor untuk mengendalikan lingkungan
internasional dengan cara mengumpulkan dan menyusun data mengenai
publik luar negeri bersama opininya. Penggunaaan data tersebut untuk
mengarahkan kepada kebijakan negaranya atau untuk memperluas pendekatan
diplomasi publik. Praktik ini merupakan aktivitas yang pertama Kkali
terlaksana sebelum advocacy, cultural diplomacy, exchange diplomacy, dan
international broadcasting. Aktor internasional bertugas untuk mencari tahu
tentang partisipan publik luar negeri dan mengarahkan mereka untuk
mendengarkan daripada berbicara,

Advocacy adalah wusaha dari aktor untuk mengendalikan lingkungan
internasional dengan aktivitas komunikasi internasional dengan secara aktif

untuk mempromosikan kebijakan, ide, atau kepentingan nasional yang

% Nicholas J. Cull. Public Diplomacy: Lesson from the Past. University of Southern Carolina. USC
Center on Public Diplomacy at the Annenberg School. (Los Angeles: 2009), 17.
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d)

berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Advocacy dapat berupa upaya jumpa
pers kedutaan besar, promosi kebijakan ataupun berupa tulisan resmi yang
dirilis oleh pihak aktor. Praktik ini dapat ditemukan dalam semua bentuk
diplomasi publik, termasuk dalam jangka pendek yang bercondong pada
dimensi diplomasi publik dan menempatkannya pada pusat dari struktur
diplomasi publik,

Cultural diplomacy adalah: usaha dari aktoruntuk mengendalikan lingkungan
internasional melalui pemberdayaan budaya yang telah diketahui oleh publik
luar negeri dan juga memfasilitasi transmisi budaya ke luar negeri.
Berdasarkan sejarah, diplomasi budaya berarti kebijakan sebuah negara untuk
memfasilitasi beberapa contoh budaya untuk dipertunjukkan ke negaranya
maupun ke negara lain. Terbentuknya beberapa organisasi yang berlandaskan
diplomasi budaya dikarenakan oleh kekurangan pada praktik advocacy yang
kaku dan bertujuan untuk melaksanakan diplomasi terbuka sesuai dengan
persyaratan dari diplomasi publik,

Exchange diplomacy adalah usaha dari.aktor untuk mengedalikan lingkungan
internasional dengan mengirimkan masyarakatnya ke luar negeri dan
sebaliknya dalam rentang waktu tertentu yang bertujuan untuk mempelajari
budaya atau akulturasi. Praktik yang melibatkan dua arah ini cenderung untuk
memberikan ‘kesamaan’ pada diplomasi publik. Sesuai dengan visi berupa
pembelajaran dan pengalaman secara internasional yang saling

menguntungkan kedua belah pihak dan sewaktu waktu dapat berubah
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e) International Broadcasting adalah usaha dari aktor untuk mengendalikan
lingkungan internasional dengan menggunakan teknologi seperti radio,
televisi, dan internet untuk menjalin keterikatan dengan publik luar negeri.
Praktik ini dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan semua praktik
diplomasi sebelumnya seperti listening (pemantauan publik sebagai partisipan
penelitian), advocacy (memberikan informasi kerja dalam editorial atau
kebijakan __dalalm ~s,ia.ran),‘ cultural 1 diplomacy  (konten budaya yang
terkandung), dan exchange diplomacy (pertukaran ihformasi, program, hingga
personil siaran dengan pihak lainnya).

Melalui kerangka konseptual yang telah peneliti jabarkan diatas, maka peneliti
akan menganalisis aktivitas diplomasi publik Jepang di Indonesia melalui the Japan
Foundation dengan menggunakan lima bentuk aktivitas diplomasi publik yang

dikemukan oleh Nicholas J. Cull.

1.8 Metodologi Penelitian
1.8.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakandalam penelitianini* adalah- metode penelitian
kualitatif deskriptif. Moeloeng mengemukan bahwa penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subyek penelitian, misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan
bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode alamiah *’ Sedangkan menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian

%7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
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deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-
fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih

memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.®

1.8.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada bahasan mengenai aktivitas
diplomasi publik Jepang melalui the Japan Foundation di Indonesia. Kemudian,
rentang waktu yang dalam pénelitian ini adalah ‘dari' tahun 2008 sampai 2018,
dikarenakan pada tahun 2008 merupakan peringatan hubungan diplomatik Jepang dan
Indonesia yang ke-50 tahun dan pada periode ini terjadi peningkatan kerjasama

kedua negara, terutama budaya dan pertukaran.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah satuan yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan
ataupun diramalkan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini unit analisisnya
adalah the Japan Foundation. Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang
perilakunya berdampak pada unit analisis. ** Sehingga unit eksplanasi dalam
penelitian ini adalah kepentingan nasional Jepang di Indonesia dan tingkat analisisnya

berada dalam tingkat negara atau state, yaitu Indonesia.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakakan dalam penelitian ini adalah

melalui studi kepustakaan atau studi literatur. Sedangkan data-data yang akan

% Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012)
%9 Mohtar Mas’oed, “llmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi”, (LP3S, Jakarta,1990),
38
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digunakan ada dua jenis yaitu, yang pertama data primer yang diperoleh dari berbagai
situs resmi seperti situs resmi the Japan Foundation, situs resmi MOFA, situs resmi
Kementrian Luar Negeri, dan situs resmi KBRI Tokyo. Yang kedua yaitu data
sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung tetapi menggunakan data-
data yang telah dihasilkan dari penelitian yang sebelumnya. Sumber data yang
digunakan antara lain jurnal ilmiah, makalah, laporan penelitian, dan dokumen resmi

lainnya yang berkaitan dengan topik.yang akanditeliti.

1.8.5 Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dimulai dengan terlebih dahulu
mengumpulkan dan memilah data-data yang diperlukan dan mengelompokkan data
sesuai waktu, tempat, dan kondisi. Kemudian data yang telah terkumpul akan
dianalisis menggunakan teori dan' konsep, yang menghubungkan antara data-data
yang ada satu sama lain.*® Hasil analisis kemudian akan ditafsirkan, dimaknai,
dijelaskan, dan digambarkan dalam penelitian sesuai dengan alur,sebab dan konteks

yang ada kaitannya dengan penelitian sesuai dengan pengetahuan yang dipelajari.

1.9 Sistematika Penulisan
BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi

penelitian, dan sistematika penulisan.

0 Mohtar Mas’oed, “llmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi”, (LP3S, Jakarta,1990),
40
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BAB Il : KEPENTINGAN NASIONAL JEPANG DI INDONESIA
Bab ini menjelaskan bagaimana sejarah hubungan bilateral antara Jepang dan
Indonesia sejak masa perang dunia Il serta kepentingan Jepang dalam melakukan

hubungan diplomatik secara resmi dengan Indonesia.

BAB |11l : THE JAPAN FOUNDATION

Bab ini menjelaskan diplomasi Jepang setelah Perang Dunia Il serta sejarah
berdirinya the Japan Fouindation sebagai institUsi/-resmi yang bertugas untuk
menyebarkan kebudayaan Jepang dalam upaya menjalin hubungan baik dengan

negara negara di seluruh dunia.

BAB IV : ANALISIS DIPLOMASI PUBLIK JEPANG MELALUI THE JAPAN
FOUNDATION DI INDONESIA
Bab ini akan menjelaskan ‘temuan data dan hasil analisis mengenai bentuk-

bentuk aktivitas diplomasi publik Jepang melalui the Japan Foundation di Indonesia

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi/kesimpulan dan saran'dari.peneliti.
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